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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk mendorong pencipta arsip dan lembaga
kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai
dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan
perundangan yang berlaku perlu dilakukan pengawasan
secara komprehensif;

bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diperlukan suatu pedoman
pengawasan kearsipan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik

Indonesia tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
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Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Keputusan  Presiden @ Nomor 103 Tahun 2001

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun

2013;

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN
KEARSIPAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam
menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar

kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

2. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah,

analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara
independen, objektif dan profesional berdasarkan standar
kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan

penyelenggaraan kearsipan.

3. Audit Kearsipan Eksternal adalah Audit Kearsipan yang

dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal
atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan

lembaga kearsipan.
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Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang
dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas
pengelolaan arsip dinamis dilingkungan pencipta arsip.
Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi,
tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip
dinamis.

Pencipta Arsip Tingkat Pusat adalah lembaga negara,
perguruan tinggi, BUMN, organisasi kemasyarakatan
berskala nasional, organisasi politik berskala nasional
dan perusahaan swasta berskala nasional.

Pencipta Arsip Tingkat Provinsi adalah BUMD, organisasi
kemasyarakatan berskala provinsi, organisasi politik
berskala provinsi dan perusahaan swasta berskala
provinsi.

Pencipta Arsip Tingkat Kabupaten/Kota adalah BUMD,
organisasi kemasyarakatan berskala Kabupaten/Kota,
organisasi  politik berskala Kabupaten/Kota dan
perusahaan swasta berskala Kabupaten/Kota.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Objek Pengawasan adalah pencipta arsip/lembaga
kearsipan yang mengikuti pengawasan kearsipan.

Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip
setingkat eselon II (dua)/disetarakan yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang
berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di
lingkungannya.

Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan kearsipan.

Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi,
tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip
statis dan pembinaan kearsipan.

Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan LKD adalah satuan kerja perangkat daerah pada
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pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang
memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang
pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri yang
selanjutnya disingkat dengan LKPTN adalah satuan kerja
pada perguruan tinggi negeri yang memiliki fungsi, tugas,
dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis
dan pembinaan kearsipan.

Tim Pengawas Kearsipan Pusat adalah tim pengawas
kearsipan yang dibentuk oleh Kepala ANRI dengan tugas
melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kearsipan
eksternal.

Tim Pengawas Kearsipan Daerah adalah tim pengawas
kearsipan yang dibentuk oleh Gubernur dengan tugas
melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kearsipan
eksternal pada kabupaten/kota.

Tim Pengawas Kearsipan Internal adalah tim pengawas
kearsipan yang dibentuk oleh pimpinan pencipta arsip
untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan
kearsipan di lingkungannya.

Aparat Penegak Hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan
dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan yang
selanjutnya disingkat PKPKT adalah rencana kegiatan
pengawasan kearsipan nasional untuk jangka waktu satu
tahun anggaran.

Laporan Audit Kearsipan Eksternal yang selanjutnya
disingkat LAKE adalah laporan yang disusun
berdasarkan laporan hasil audit penyelenggaraan
kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan
daerah.

Laporan Audit Kearsipan Internal yang selanjutnya
disingkat LAKI adalah laporan yang disusun oleh
pimpinan pencipta arsip berdasarkan hasil audit internal
yang dilaksanakan di lingkungannya.

Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional yang

selanjutnya disingkat LHPKN adalah laporan tahunan
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yang disusun oleh Kepala ANRI berdasarkan hasil
pengolahan LAKI dan LAKE yang menggambarkan

kondisi penyelenggaraan kearsipan secara nasional.

Pasal 2
Pengawasan Kearsipan meliputi pengawasan atas
pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan
peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan Pencipta
Arsip atau Pimpinan Lembaga Kearsipan sesuai wilayah
kewenangannya.
Dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan, lembaga
dan/atau unit kearsipan bekerja sama dengan lembaga
atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan
sesuai dengan wilayah kewenangannya.
Pengawasan Kearsipan di lingkungan pemerintahan
daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB II
TIM PENGAWAS KEARSIPAN

Pasal 3
Pengawasan Kearsipan dilaksanakan oleh Tim Pengawas
Kearsipan.
Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. Tim Pengawas Kearsipan Eksternal; dan
b. Tim Pengawas Kearsipan Internal.
Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus mengikuti bimbingan teknis pengawasan

kearsipan.



